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KATA PENGANTAR
KETUA ASOSIASI PENGAJAR DAN PEMINAT HUKUM
BERPERSPEKTIF GENDER SE INDONESIA

Dengan bangga, kami Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum
Berpurspcktif Gender se-Indonesia (APPHCI) mempersembahkan
buku dengan Judul “Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan
Kekerasan Seksual bagi Perempuan & Anak”

Penerbitan buku oleh APPHGI ini merupakan yang kedua setelah
buku pertama dengan judul “Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan
Hak Konstitusional Perempuan di Indonesia”. Buku kedua APPHGI
ini merupakan sumbangan buah pikiran kami, beberapa merupakan
hasil penelitian dan kajian terkait dengan persoalan di masyarakat,
khususnya terkait dengan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak
dari Kekerasan Seksual termasuk Perkawinan Anak vang terjadi di
Indonesia. Buku ini hadir sebagai luaran pertemuan rutin tahunan
APPHGI yang bertema “Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan
Kekerasan Seksual bagi Perempuan & Anak”. Pertemuan APPHGI
tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 26-28 November 2018 di
Wisma Makara Universitas Indonesia, yang merupakan lanjutan
acara Peluncuran Buku “Marrying Young in Indonesia : Voices, Law &
Practices” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh H.E Peter Mac Arthur (Duta
Besar Kanada untuk Indonesia), Prof. Joanne van der Leun (Dekan
Fakultas Hukum Leiden Law School), Prof Adriaan Bedner (Guru
Besar Leiden Law School) dan Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Buku ini ditulis oleh 21 orang penulis yang berasal dari anggota
APPHGI dan pembicara seminar. Buku ini dikelompokkan menjadi
2 (dua) bagian, yaitu Bagian Pertama: Penghapusan Kekerasan

Seksual terhadap Perempuan dan Anak. Dan Bagian Kedua: Stop
Perkawinan Anak.

Saya selaku Ketua APPHGI menvambut dengan suka cita
penerbitan buku ini. Selain itu sava juga mengucapkan terima
kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota APPHGI, khususnva
yang telah berkontribusi mengirimkan tulisan untuk dibahas pada
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pertemuan APPHGI November 2018 dan pada akhirnya diterbitkan
dalam buku ini.

Saya berharap buku ini tidak menjadi produk APPHGI terakhir,
dan berharap akan ada buku-buku selanjutnya, selain itu kamj
tetap mendorong dan menfasilitasi kegiatan lainnya seperti Diskusi,
Penelitian, Seminar dan lain lainnya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik
yang fokus dengan persoalan Kekerasan Seksual bagi Perempuan
dan Anak maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Juni 2019

Dr. Ani Purwanti,SH,M.Hum

‘ Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual
bagi Perempuan & Anak
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KATA SAMBUTAN
KETUA DEWAN KEHORMATAN ASOSIASIT PENGAJAR
DAN PEMINAT HUKUM BERPERSPEKTIF GENDER
SEINDONESIA

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya,
hingga Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender
se Indonesia (APPHGI) telah menyelesaikan buku dengan Judul
“Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual
Bagi Perempuan & Anak”.

Saya mengapresiasi atas penerbitan buku ini dan E-Book
merupakan kumpulan karya ilmiah penulis yang telah
dipresentasikan dalam pertemuan tahunan APPHGI. Artinva,
hasil karya itu dapat disebarluaskan kepada para pembaca vang
membutuhkan. Karya ilmiah ini ditulis dengan bahasa yang lebih
komunikatif, sehingga tidak hanva berguna bagi anggota APPHGI.
tetapi juga bagi masyarakat dan pihak pengemban kepentingan.

Ketua APPHGI mengutarakan bahwa buku ini dibagi menjadi dua
bagian, yaitu Bagian Pertama yang memfokuskan permasalahan
sekitar Penghapusan Kekerasan Seksual bagi Perempuan dan Anak.
Dan Bagian Kedua yang menfokuskan pada Stop Perkawinan Anak.

Para penulis berupaya memberikan pembelajaran kepada
pembaca bahwa kekerasan seksual selama ini dianggap tabu (tafoe)
untuk dibicarakan. Padahal di dalam kenvataan bentuk kekerasan
seksual itu sudah sangat bervariasi, para korban kekerasan seksual
tidak mendapat perlindungan hukum dan para pelaku vang
melenggang tidak mendapat hukuman, serta tidak tersedianva
aturan yang memadai bagi pelaku dan korban kekerasan seksual.

Tulisan dari kalangan akademisi ini sangat dibutuhkan bagi
pihak-pihak tertentu, baik pengemban kepentingan. masvarakat
termasuk bagi korban kekerasan seksual. Tulisan vang berasal dan
hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh anggota AFFHGIdan
aktivis ini terkait dengan Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan
Kekerasan Seksual ini menggunakan pendekatan Hak  Asasi
Manusia (Perempuan dan Anak), Kesetaraan dan keadilan gender.
perlindungan korban kekerasan khususnva seksual. dan pluralisme
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hukum. Pendekatan ini sangat diperlukan untu.k men
pendekatan positivis vang selama ini berkembang di kal
hukum.

gkritis;
angan ahy;

Semoga tulisan ini memberikan masukan kepada pengemban
Kepentingan, antara lain Legislator, Komisi Nasional Antj KekeraSan
Terhadap Perempuan dan Aktivis vang kini tengah bempaya baik
darisegihukum maupunkultural untuk menghapuskanperkawman
anak dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak g;
[Indonesia. Semoga tulisan ini juga berguna untuk memberikap,
pencerahan bahwa korban baik itu perempuan ataupun anak ity
harus mendapat perlindungan hukum berupa akses kebenja

]'an'
pemulihan dan keadilan.

Sekali lagi, sava sebagai Ketua Dewan Kehormatan APPH(;
mengucapkan selamat dan terimakasih kepada Pengurus dan
Anggota APPHGI, para penulis yang telah berkontribus;j pada
pertemuan ilmiah dan penerbitan buku dan E-Book ini. Ten

tu Saja,
kami sangat mendukung kontinuitas dari segala kegiatan ilmiah

dan publikasi yang dapat memberdayakan keluarga, masyarakat,
pengemban kepentingan dan pelaku/korban kekerasan.
Salam hormat.

Jakarta, Juni 2019

Dr. Kunthi Tridewiyanti, SH.MA
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PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM KUHP.
STUDI KASUS BAIQ_NURIL MAKMUN

Rodlivah'
Abstrak

Kefwwbohan di media massa tentang Kﬂ-:u-: Baiq Nuril Maknun seorzne
temaga honorer di salah satu sekolal: Mataram vang menad: korbkg
selccehan  sekswual cerbal olekh k:’vﬂ!ﬂ ‘-u:m' th. Namun korbarn 1y .
vang Kemudian digugat oleh pr?hl‘u dengar melanggar UU I_F:_ Larers
r*'.c"vd'urkﬂn rekaman pere: an telpon dan dia

1a dinyatakan zalah o
ralam:. Tulisan ini akan membahas kronologts k.-t:‘»u,- pe .-E'.L::-:r: cabul
diztur dalam KUHP harus ditafsirkan bukan sebagar suatu pertuatan

semata tetapi juga kata-kata atau perbuatarn verbal.

Kata Kunci: pelecehan, perbuatan cabul, kata-kata atau perbuatan vertal

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa hari ini kita dihebohkan pemberitaan di media
massa tentang Baiq Nuril Maknun seorang tenaga honorer salah
satu sekolah menengah atas di Kota Mataram vang merekam
perbuatan pelecehan seksual verbal oknum kepala sekolah
kepada dirinya yvang kemudian rekaman percakapan telepon
tadi tersebar luas di masyarakat dan akhirnyva dirinyva dilaporkan
atasannya tersebut, sempat dibebaskan oleh Hakim Pengadilan
Negeri ‘Mataram namun Hakim Kasasi di Mahkamah as agung
menyatakan Nuril bersalah melanggar pasal 27 avat 1 UU [TE dan
divonis 6 bulan penjara dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan.

Ada beberapa isu hukum vang dapat dikupas dalam kasus
Nuril namun sebelumnya kamiakan paparkan bagaimana
kronologis peristiwa kasus Baiq Nuril Maknun vang secara
kebetulan didampingi oleh Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mataram:

1. Tbu Nuril, bernama lengkap Baiq Nuril Maknun, perempuan
berumur 36 tahun ini seorang ibu rumah tangga. Tbu Nunl

I Gurmu Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
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bersama suami dan ketiga anaknya tinggal dirumah van,
dipinjamkan keluarganya di Kecamatan Labu Api, Kabupate.
Lombok Barat, NTB. Sebelumnya Ibu Nuril menjagd
tenaga honorer di SMAN 7 Mataram. Namun la kemud:a,
diberhentikan oleh M, kepala sekolah di SMA terscbut
kemudian melaporkan secara pidana Ibu Nuril dalam kasy,
informasi dan transaksi elektronik (ITE), Ibu Nuril di tudy;
mencemarkan nama baiknya.

2. M, selaku kepala sekolah di SMAN 7 Mataram dikenal cuky,
dekat dengan Ibu Nuril dan Ibu L (Bendahara SMAN ;
Mataram). Sebab, seringkali Ibu Nuril dan Ibu L diajak lemby.
di sekolah, kadang sampai waktu maghrib. Dari keteranga:-
Ibu Nuril, hamper setiap hari M menelpon dirinva, awalny,
memang membicarakan soal pekerjaan, tapiuj:..:lng—uj1..11-1311:_-a
pasti M membicarakan hal-hal yang mengarah ke pelanggarz-
kesusilaan, yang sangat tak pantas dilakukan seorang Kepal;
Sekolah. Bahkan, dari keterangan Ibu Nuril, dirinya kerap kaj;
dirayu dan diajak menginap berdua di hotel oleh M, tapi b,
Nuril tetap menolaknya;

3. Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat dengan
pasti pada bulan Agustus tahun 2013 sekitar Pukul 16.30 Wis
bertempat di rumah Ibu Nuril di BTN BHI Telagawaru, Des:
Perampuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Bara:
NTB, Ibu Nuril mendapattelpondari M, yang juga merupakan
atasannya di SMAN 7 Mataram selaku kepala sekolah. Dajan,
perbincangan tersebut M menceritakan kepada Ibu Nur
tentang perbuatan asusilanya/“hubungan badannya’” dengan
perempuan selain isterinya;

4. Kemudian Ibu Nuril dengan inisiatifnya sendiri merekanm
pembicaraan M tersebut dengan Hp Nokia miliknya
Perekaman tersebut dilakukan Tbu Nuril dengan niat semats.
mata untuk dijadikan bukti bahwa dirinya tidak memiliki
hubungan khusus dengan M. Sebab, di sekolah tempatnva
bekerja berhembus kabar bahwa Ibu Nuril memiliki hubuyn ¥
khusus dengan M karena sering diajak bekerja lembuyr ben;gio;
dengan Ibu L (Bendahara SMAN 7 Mataram) sampai wakgy
maghrib;

5. Bahwa Hp Nokia yang digunakan Ibu Nuril untuk
pembicaraan M tersebut diberikan kepada kaka ipa
(Pegawaidi Dinas Kebersihan Kota Mataram). Sebab,
tersebut hampir rusak dan agak susah digunakan kar

merekam
Mmya, LAR
Hp Nokia
€na sudah
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pernah terjatuh. Ibu Nuril pun sempat menceritakan terkajt
reckaman dalam Hp Nokia tersebut kepada salah seorang
temannya vang bekerja di SMAN 7

7 Mataram, yaitu F;

6. Kemudian selang beberapa waktu yang tidak dapat diingat

dengan pasti tepatnya, salah satu pegawai diSMAN 7 Mataram,
yaitu HIM meminta rekaman tersebut kepada [bu Nunl saat
bertemu di sekolah. Ibu Nuril pun merasa bingung dari mana
pak HIM mengetahui tentang rekaman tersebut. Bahkan,
hampir setiap kali bertemu dengan Ibu Nuril, HIM selaju
menanyakan dan ingin meminta rekaman tersebut dengan
alasan akan dibawa ke DPRD dan dinas Pendidikan supava
kepala sekolah dipindahkan karena tidak ingin dipimpin oleh
orang seperti itu;

7. Setalah kurang lebih dua minggu terus-terusan diminta,
barulah rekaman tersebut mau diberikan, tapi tempatnva ada
di Hp Nokia yang diberikan kepada kaka iparnya, LAR;

8. Kemudian, pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti
antara bulan Desember tahun 2014 sampai bulan Januari 2015,
Ibu Nuril pun pergi membawa anaknva yvang baru berumur
3 tahun bersama temannyva, salah seorang pegawai di SMAN
7 Mataram, yaitu HA dan HIM juga datang ke tempat kerja
‘kakak iparnya di Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan
Sandubaya, Kecamatan Sandubava, Kota Mataram;

- 9. Setelah sampai di sana Ibu Nuril meminjam Hp Nokia vang

ada di kakak iparnya dan kemudian diberikan kepada HIM:

10.Pada saat itu juga, anaknya Ibu Nuril menangis karena pipis
di celana dan Ibu Nuril pun membawa anaknya ke belakang.
Ibu Nuril pun meninggalkan NA dan HIM di halaman Dinas
Kebersihan Kota Mataram. Sehingga, Ibu Nuril tidak melihat
dan tidak tahu bagaimana cara dan proses HIM memindahkan
isi rekaman yang ada di dalam Hp Nokia tersebut ke laptopnva:

11.Kemudian, rekaman tersebut dikirim oleh HIM ke Pak MH]
(Guru di SMAN 7 Mataram)dan Pak MHK (Pegawai di SMAN
7 Mataram). Lalu, Pak MHJ mengirim ke Pak SKR (Pegawai di
SMAN 7 Mataram) dan ke Ibu ID (Pengawas SMNMAN 7 Mataram
di Dinas Dikpora Kota Mataram);

12.Setelah rekaman tersebut beredar, Ibu Nuril dan HIM dipanggil
oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram untuk menanvakan

. kebenaran isi rekaman tersebut. Sekitar 4 (empat) hari setelah
pPemanggilan itu, Ibu Nuril langsung diberitahukan oleh
salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram bahwa dirinva telah
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diberhentikan bekerja di SMAN 7 Mataram oleh M selak,
kepala sekolah:

13.Kamudian setelah kejadian itu, beberapa pejabat di SMAy

7 Mataram dipanggil ke Dinas Dikpora Kota Mataram day, |
disampaikan di sana bahwa akan ada mutasi pegawai untyj |
menjadi pengawas. Beberapa waktu setelah itu, M berhepy,
menjadi Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dan dipromosikan
menjadi Pengawas tapi tidak mau. Akhirnva, M menjaby
sebagai Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (I’LS) di Dinag
Dikpora Kota Mataram;

14 Karena merasa malu dan telah diberhentikan dari jabatanny;
sebagai kepala sekolah, M melaporkan Ibu Nuril ke Polre
Mataram dengan Laporan Polisi Nomor: LIP/K/216/2015
Polres Mataram tertanggal 17 Maret 2015 dengan dugaan
melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaks;
elektronik (ITE), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak membua:
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yvang memiliki muatan yvang melanggar kesusilaan
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat
(1) Undang-Undang No. 11Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 310 KUHT;

15.Setelah adanya laporan tersebut, Tbu Nuril sempat diajak
oleh beberapa pegawai SMAN 7 Mataram untuk pergi
bersilaturrahmi ke rumah M supaya mau berdamai, tapi tidak
berhasil karena M meminta jabatannya sebagai kepala sekolah
dikembalikan baru laporannya tidak akan dilanjutkan;

16.Setalah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada kabar dengan
kasus tersebut, Ibu Nuril dan keluarga menganggap bahwa
kasus tersebut telah selesai. Akan tetapi, pada tanggal 27
Maret 2017 Ibu Nuril dipanggil kembali oleh Penvidik Polres
Mataram dan ia datang sendiri dengan membawa anaknya
yvang barumur 5 (lima) tahun karena tidak mengira dirinya akan
ditahan; Akan tetapi, saat itu juga (tanggal 27 Maret 2017) Ibu
Nuril langsung ditahan oleh penyidik. Kemudian, Ibu Nuril
langsung menelpon suaminya, Isnaini yang sedang bekerja di
salah satu restoran di Gili Trawangan untuk memberitahukan
bahwa dirinya akan ditahan oleh kepolisian dan supaya
suaminya datang ke kantor Polres Mataram untuk menjemput
anaknva dan membawa pulang sepeda motornya;

17.Kurang lebih sekitar satu minggu setelah Ibu Nuril ditahan
suaminya berhenti bekerja di Gili Trawangan karena tuntutan
pekerjaan di sana yang mengharuskan untuk menginap di |

—
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ulau karena jarak yang jauh dari rumahnya. Sementara,
kondisi ketiga anaknya tidak ada yang menjaga dan
mengurusnya di rumah. Terlebih lagi, ketiga anaknya masih
di bawah umur, anak pertama sedang duduk kelas 2 SMP (14
tahun), anak kedua kelas 5 SD (11 tahun), dan anak ketiga
masih berumur 5 tahun;

18.Ibu Nuril ditahan penyidik kepolisian sejak tanggal 24 Maret
2017 sampai dengan 15 April 2017 dengan Surat Perintah
Penahan Nomor: Sprin — Han/35/111/2017/Reskrim dari Polres
Mataram dan ditahan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Mataram sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 1
Mei 2017;

19.Sidang pertama di Pengadilan Negeri Mataram dengan
agenda pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
dilaksanakan pada Rabu, 3 Mei 2017. Ibu Nuril didakwa
telah melakukan tindak pidana: dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar
kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dandenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah);

20.Sidang kedua dilanjutkan pada Rabu, 10 Mei 2017 dengan
agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Yane mana,
Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atas Surat
Dakwaan dengan pertimbangan efisiensi waktu agar segera
masuk pada proses pembuktian. Sementara, tanggapan
“terhadap Surat Dakwaan akan disampaikan sekalian di dalam
Nota Pembelaan/Pleidooi;

21.Sidang ketiga dilanjutkan pada Rabu, 17 Mei 2017 dengan
agenda masih pemeriksaan saksi-saksi;

22.Sidang keempat dilanjutkan pada Rabu, 24 Mei 2017 dengan
agenda masih pemeriksaan saksi-saksi dan sekaligus
mendengarkan keterangan Ahli Hukum ITE dari Kementerian
Kominfo;

23.5idang kelima dilanjutkan pada Selasa, 30 Mei 2017 dengan
agenda masih pemeriksaan saksi-saksi;

24.Sidang keenam dilanjutkan pada Rabu, 31 Mei 2017 dengan
agenda adalahmendengarkan keterangan Ahli dari Komnas
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Perempuan RI dan mendengarkan keterangan Terdaky,
Dalam sidang ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Matara,
mengabulkan Permohonan Penangguhan IPenahangg,
Pengalihan Status Penahanan yang diajukan Penasihat Hukuyp,
untuk Ibu Nuril dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota;

25.Sidang ketujuh dilanjutkan pada Rabu, 14 Juni 2017 deng,,

agenda pembacaan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umy,
dengan tuntutan Ibu Nuril sebagai Terdakwa diangg,,
terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tind,)
pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan da;,
atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesny,
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik van,
memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana d'iatuff
dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal g
avat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentanglnforrna;i
dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, Tbu Nuril ditum»u_t
oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 6 (enam) bulz,
penjara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juts
rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

26.Sidang kedelapan dilanjutkan pada Rabu, 21 Juni 2017 dengan

agenda pembacaan Nota Pembelaan/ Pleidooi dari Penasihat
Hukum Terdakwa;

27 _Sidang kesembilan dilanjutkan pada Rabu, ... Juni 2017 dengar,

agenda Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan
Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus Duplik

Penasihat Hukum Terdakwa;

28 Sidang kesepuluh dilanjutkan pada Rabu, 26 Juli 2017 dengan

agenda pembacaan Putusan Nomor: 265/FPid.Sus/2017/PN. My
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Adapus
putusan yang dijatuhkan pada pokoknya menyatakan
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atav
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melangga
kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 27ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. I
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh
karenanya, Ibu Nuril dijatuhi Putusan Bebas murni (vrijspraat)
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram.

29 _Atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Jaks
- Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah .

—
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Agung dan Pada tanggal 26 september 2018 majelis kasasi
yang diketuai oleh Hakim Agung Sri Murwahyuni memutus
menyatakan Baiq Nuril Maknun bersalah melanggarpasal 27
ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan menghukum Baiq Nuril dengan Pidana Penjara
6 Bulan dan Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- subsider 3 bulan kurungan

Ada beberapa isu hukum dalam kasus Baigq Nuril Maknun
yang bisa dikaji dalam prespektif perlindungan perempuan
namun kami akan membahas tentang pelecehan seksual verbal
yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun dalam konteks hukum
pidana Indonesia yaitu Apakah pelecehan seksual verbal seperti
yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun dapat memenuhi unsur
perbuatan cabul dalam hal ini sebagaimana di maksud dalam
pasal 294 KUHP (perbuatan cabul antara atasan ke bawahan).

B. Pembahasan

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual
berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orane
lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaa;:
dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) memberikan
definisi tentang pelecehan seksual atau sexual harassmen: adalah
Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verkal
or physical conduct of a sexual nature when:

e Submission to such conduct is made either explicitly or tmplicitly a
term or condition of an individual’s employment, or

® Submission to or rejection of such conduct by an individual is used as
a basis for employment decisions affecting such individual, or

* Such conduct has the purpose or effect of unreasonably interfering
with an individual’s work performance or creating an intimidating,
hostile, or offensive working environment®

Kata “unwelcome” sepertinya menjadi kata kuncinva,

2

Preventing Sexual Harassment (BNA Communications, Inc.) SDC IP 731992 manual
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unwelcome atau tidak disukai bukan berarti “tidak disengajs
Secorang korban dapat menvetujui atau menvetujui perilap,
tertentu dan secara aktit berpartisipasi di dalamnyva meskipy.
itu menvinggung dan tidak menyenangkan. Oleh karena i,
perilaku seksual tidak disukai setiap kali orang vang menjad
Lorbannva menganggapnyva tidak diinginkan. Apakah orang i,
sebenamya menvambut permintaan untuk kencan, koment:.
yvang berorientasi seks, atau lelucon tergantung pada semu:
XKeadaan.

|

Menurut buku pedoman pencegahan pelecehan seksual g
tempat kerja vang diterbitkan International Labour Organizatios
(ILO) dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi tahu-
2011, definisi pelecehan seksual di tempat kerja adalah sebaga;
berikut & {

“Segala tindakan seksual vang tidak diinginkan, permintaan
untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik
atauisvarat vang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun vang
bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung
dipermalukan dan/ atau terintimidasi di mana reaksi seperti ‘
itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan _
tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persvaratan |
kerja atau menciptakan lingkungan kerja vang mengintimidasi, |
bermusuhan atau tidak sopan” ‘

|
|

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua
tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan
(Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul vans
dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal
284), Perkosaan (Pasal 285), atau perbuatan cabul atasan dan
bawahan (Pasal 294).

Menurut Oemar Seno Adiji, cakupan istilah
delik susila yang hanya terbatas pada delik-delik
seksual dan vyang ada kaitannya dengan sex saja
merupakan pengertian vang sudah mempunvyal
nilai sosiologis atau sudah memasyvarakat, beliau
mengatakan:

Kata delik susila mengingatkan kita padadelik-delik seksuil
sexual offences” seperti perzinahan (adultery), pelacuran

3 https://www.qerja.com/journal/view/297-5-jenis-pelecehan-seksual-di-tempat-keria-
dan-cara-menghadapinya/
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{prostitution), homosexualiteit, atau delik-delik vang menurut
istilah Louis Schwartz adalah sex related, seperti abortus obscenity
danlain-lain. Kata ini telah ‘ingeburged” mempunvai nilai sosiologis,
karena telah diterima oleh kalangan masvarakat luas.’

Cakupan pengertian yang terbatas inimemang berbeda
dengan pengertian dalam KUHPidana dimana pengertian delik
susila lebih luas, tetapi vang menjadi faktor penentu adalah
pandangan masyarakat Iluas. Masyarakat luas, dalam
pengamatan Oemar Seno Adji, sekarang ini telah Iebih
menerima pengertian delik susila sebagai cakupannva terbatas
pada delik-delik atau tindak pidana seksual dan vang ada
kaitannya dengan sex saja. Kesusilaan adalah segala perbuatan
manusia dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-
nilai moral atau dengan kata lain bahwa kesusilaan sama
dengan kesopanan.

Perbuatan “cabul” dalam KUHP diatur pada Pasal 289
sampai dengan Pasal 296 yang tujuannva untukmemberikan
perlindungan kepada pihak yang lemah dimana biasanya vang
menduduki posisi yang lemah tersebutadalah kaum wanita. Pasal
289 KUHPidana yang mengatur mengenai tindak pidana dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk
melakukan atau untuk membiarkan dilakukannyva tindakan-
tindakanmelanggarkesusilaan. Lengkapnya pasal 289 KUHPidana
berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau
dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seseorang
melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-
tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan, karena bersalah
telah secara nyata merusak kesusilaan, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal 289 KUHPidana
ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang lemah, juga
mengandung unsur kekerasan.

Pasal 289 KUHPidana ini lebih lanjut dijelaskan oleh
H.ALKK. Moch. Anwar, sebagai berikut: Perbuatan cabul
adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan
atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap
badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar
kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul
merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang
melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga

4

Oemar Seno Adji, Delik Susila Dalam Hukum (Acara)Pidana Dalam Prospeksi< Erlang-

g1, Jakarta, 1976, hal. 14
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termasuk perbuatan persetubuhan di lua.
perkawinan.® S.R Sianturi lebih ) jelas - lag,
mengatakan: Untuk penjelasan pasal 289 KUHPidar,
disebutkan bahwa dalam pengertian per}:ﬂbul-ﬂﬁ Pad.
umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranva hal 4
dihubungkan dengan dengan kesusilaan pembuktian.

R Scesilo menyebut. “Yang dimaksudkan dengan “perbuat,,
cabul™  ialah :‘-e:gala perbuatan vang melanggar I-.:esusilaa;-
(kesopanan) atau perbuatan vyang keji, semuanya dalapn,
lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciumay
maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb -

R. Soesilo menerangkan istilah “perbuatan cabul” untul
merujuk Pasal 289 KUHP “ Barangsiapa dengan kekerasa,,
2tau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atg,,
membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karen;
melakukan perbuatan yang menverang kehom-iata"n kesusilaan
dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.””

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan pPerbuatap
cabul adalah: segala perbuatan yang melanggar kEST:lSilaan atay
Perbuatan keji vang berhubungan dengan alat kelamin, misalny,
bercium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-rabg buah
dada dan sebagainya.®

Salah satu pasal yang mungkin diterapkan_ dalam kasy,
Ibu Nuril adalah pasal 294 ayat (2) KUHP yvaitu Perbuatan
cabul terhadap orang dewasa yang berada di bawap
kekuasaannya- Siapa-siapa yang mempunyail 1‘ieku-r:ls.a-El_n van
pPenvalahgunaannya untuk tujuan seksual adalah terlarane
telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 294 KUHPidan,
Misalnya,pengawas atau pesuruh dalam penjara mempunya;
suatu kekuasaan terhadap orangorang vyang dimasukkan
dalam penjara. Terpidana yang bera_da dalam Penjara terseby;
berada dalam posisi yang lemah sehingga perlu dlﬁl‘ldungi dari
penyvalahgunaan kekuasaan oleh para yang berkuasy dalam
penjara itu, yaknipara pengawas atau pesuruh dalam Penjara.

Apabila kita melihat berbagai pasal _delik asusila Yang ada
dalam KUHP tersebut maka yang lebih tepat dipergunakan

dalam kasus Baiq Nuril untuk kasus pelecehan seksya] yang

5 H.AK Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni, Bandung, 193],

&
7
-

. hlm. 22¢
R. Soesdo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya , Penerbit Politeia, Bogor, 19y

ibid
R. Sugandhi, KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional,1980, hlm. 306.
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diterimanya adalah mengunakan Pasal 294 avat (2) KUHP vaitu
pegwai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang
dibawah perintahnya atau dengan orang vang dipercayakan atau
diserahkan kepadanya untuk dijaga, dengan ancaman maksimal
7 tahun penjara.

Pertanyaannya adalah apakah kekerasan seksual verbal dapat
dikategorikan sebagai perbuatan cabul, menurut hemat kami
tidak ada satupun ahli yang menyvatakan bahwa perbuatan itu

anlas

hanya berupa perbuatan fisik semata yang dilakukan oleh tangan
atau kaki, tetapi berbicara pada hekekatnya adalah perbuatan
fisik dalam bentuk verbal yang hasilnya adalah kata-kata. Bahkan
KUHP juga mengatur bahwa penghinaan juga dikategorikan
sebagai perbuatan tindak pidana meskipun itu juga dalam bentuk
perbuatan verbal, sehingga tidak beralasan kalau pelecehan
seksual verbal tidak dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Hal
ini juga didukung oleh perkembangan global vang juga mula:
mengatur berbagai aktivitas seksual tanpa harus bersentuhan
secara fisik seperti sex by phone, cyber phone dan berbagai aktivitas
seksual tanpa sentuhan fisik sehingga sudah selayaknya pelecehan
seksual verbal masuk perbuatan cabul.

Dari sisi akibat perbuatan fisik berupa meraba, meremas,

mencium maupun memeluk yang dilakukan oleh pelaku
kemungkinan besar dimaksudkan untuk menstimulus secara

seksual korban maupun diri si pelaku dan stimulus seksual juga
hanya dapat dilakukan dengan cara-cara tersebut namun stimulus
seksual secara verbal juga mempunyai dampak atau akibat vang
sama dengan stimulus fisik.

Kemudian terkait apakah ada unsur paksaan, perlu diingat
Pasal 294 KUHP merupakan salah satu pasal yang dihajatkan
untuk melindungi kaum yang lemah dimana dalam hubungan
tersebut ada relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Unsur
paksaan tidak perlu diwujudkan atau dibuktikan dengan
adanya daya paksa secara fisik dengan “unwelcome” atau tidak
disukai saja sudah cukup. Bagaimanakah dengan rekaman vang
konon menurut kejaksaan negeri mataram korban baig nuril
terkesan masih menanggapi obrolan si kepala sekolah, sekali
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lagi dalam Kasus scperti ini perlu perspektit korban vang Ctlkur
mendalam latar belakang kekuasaan sebagai kepala sckolah vang
mempunvai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikag,
scorang tenaga honorer seperti nuril harus dilihat oleh apparag
hukum vang menangani kasus baiq nuril ini, perbedaan relag,
kuasa antara Kepala sckolalhh dan tenaga honorer menyvebabkag
baig nuril menanggapi atau bahkan mengikuti apa mau si kepal,
scekolah. Menanggapi atau mengikuti atau bahkan ada vang
lelih kasar “menikmati” perlakuan kepala sckolah tadi bukar
berarti tidak ada sikap “wunwcelcome” dari dalanm diri si Baiq Nun]
tetapi ia mengabaikan perasaan tidak suka atau “nnweelcome
atas sikap kepala sekolah tadi semata-mata untuk tetap bertahan
sebagail tenaga honorer di sekolah tersebut dan ketakutan akan
diberhentikan sebagai tenaga honorer.

C. Penutup

Perbuatan cabul dalam KUHTP tidak bisa hanya ditafsirkan
sebagai sebuah perbuatan fisik semata namun kata-kata atau
perbuatan verbal juga harus dimaknai sebagai sebuah perbuatan
fisik vang mempunyai akibat yang sama bagi korban layaknya
perbuatan fisik seperti meraba, meremas, mencium maupun
memeluk. Kata kuncinya adalah “wunwelcomnie” atau tidak
dihendaki atau tidak disukai oleh korban selama korban merasa
“unwelcome” maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan
melakukan pemaksaan apalagi jika didalam kasus tersebut ada
ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam kasus
Baig Nuril sudah tepat rasanya apabila Baiq Nuril melaporkan
balik oknum kepala sekolah tersebut dengan mengunakan pasal
294 KUHP.
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